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PUTUSAN
Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan
Xxxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman di
Kabupaten Bulungan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir xxxxxx, agama xxxxxX, pekerjaan tidak
ada, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman Dahulu tinggal
di Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah
Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatanya tanggal 16 Desember 2020
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe,
tanggal 16 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxX, Kabupaten Bulungan.

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XxxXxxX,
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tertanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XxxxxX,

Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Peso selama 6 bulan

kemudian pindah ke Sulawesi, selama 6 bulan, selanjutnya tinggal di Jalan

Cikditiro, Tanjung Selor selama 1 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai anak bernama Anak anak tersebut saat ini ikut bersama

Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya

berjalan rukun dan baik, akan tetapi tanggal 28 April 2017 Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;

5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi

nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain di

melalui teman-teman Tergugat dan menelpon ke Sulawesi dengan orang

tua Tergugat, akan tetapi tidak teman-teman Tergugat dan orang tua

Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

7. Bahwa kepergian tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan

penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus

mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat

sebagai suami. Kepergian tergugat tersebut sampai saat ini sudah lebih 3

(tahun) lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu

Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah

tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

8. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat tidak ridho dan

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan
mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut
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PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxX, tertanggal 27 November 2020
yang dikeluarkan oleh Ketua xxxxxx Kelurahan Tanjung Selor
Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukiti
fotokopi surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diperiksa
oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, diberi kode P.1;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 03 Mei 2014 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat
tersebut telah di-nazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua
Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi
kode P.2;

B. Saksi :

e Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan

XXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan

Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah
membina rumah tangga dengan tinggal bersama menyewa rumag
kontrakan di Jalan Cikditiro Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
yang bernama Anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun menjadi tidak rukun dan harmonis dikarenakan
Penggugat bercerita kepada saksi mengenai Tergugat yang pergi tidak
pamit meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selain itu, saksi pernah mendapat kabar mengenai
Tergugat yang tersangkut masalah penyalahgunaan obat terlarang;
- Bahwa setelah Penggugat bercerita mengenai kepergian
Tergugat, saksi beberapa kali berkunjung bahkan menginap di rumah
kediaman Penggugat namun tidak pernah menemukan Tergugat
kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun

sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;
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- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak
berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk
mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) karena hanya dapat
menghadirkan seorang saksi ke persidangan yang memenuhi syarat materil
keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :
81 alws ale alll (o alll Jg2us & agie all sy GulE o5 o2

o2 &l 55T 282le25 035 JIssl I, 23V L a8lsEs Gwldl (ks
)sitgad| olsj(jﬁi &b U\I; 2adlls &\,gf‘\_ajl

Artinya :
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Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam
bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya
orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,
haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang
mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta seorang saksi yang bernama
Ahmad Nasaruddin bin H. Budi Sande;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Pengantar) bermeterai
cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh
Ketua xxxxxx Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat yang berwenang
untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti
tersebut menerangkan:

- PENGGUGAT, lahir di xxxxxx pada tanggal xxxxxx, saat ini berdomisili
sementara di wilayah Kabupaten Bulungan;
Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai
cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan, yang
menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan
dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan
akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa TERGUGAT, in casu Tergugat pada
tanggal 03 Mei 2014 telah menikah dengan PENGGUGAT in casu Penggugat di
wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan.
Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dengan
demikian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Penggugat sudah
dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat
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formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan
Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
Menimbang, bahwa keterangan saksi | mengenai:
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama
Anak;
- Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga
di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bulungan;

- Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih
dari 2 (dua) tahun sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;
adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi karena saksi | adalah adik kandung
Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil

keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ahmad Nasaruddin bin H. Budi
Sande mengenai penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dikarenakan Tergugat tersangkut masalah penyalahgunaan obat terlarang
adalah keterangan yang didapat dari cerita Penggugat, oleh karenanya
keterangan tersebut mengandung unsur testimonium de auditu sehingga
Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut harus dikuatkan dengan alat
bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg yaitu 1
(satu) orang saksi bukan saksi atau saksi yang hanya sendiri belum dapat
dijadikan sebagai dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti
permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas dan Penggugat
menyatakan tidak akan menghadirkan bukti lainnya, maka Majelis Hakim
karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah
guna melengkapi pembuktian yang telah ada sebagaimana ketentuan Pasal
182 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan seorang
saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka
ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
dan telah tinggal bersama membina rumah tangga dengan menyewa rumah
kontrakan di Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang
bernama Anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman
bersama sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
lebih dari 2 (dua) tahun dan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul
bersama Penggugat untuk membina rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di
persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun
telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis berkesimpulan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena
Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih
dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah
SWT berfirman:

353 S Jass (g U1550] 5551 Al 03 K 515 01 GlE S5
093855 p3ilelEI S Lo B 0858 55
Artinya: )
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang

termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :
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Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas

antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

3] el ola)l o wllai Ol azgill ol 1 Dl pldl s

o bl plss aze glaiwy ¥ Llo] lg zoidl LLuo] wisol

Y sall slayl gsil o g5 b Leilay) sl lgsw ol lgsio Jio Laglliol
Jaall ol Joall o )Sio s Leal,S] ol Hllay

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan

kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia

mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya

sehingga siisteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan

rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya,

memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk

menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran
berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i,
halaman 100 :

oo Lsws blxe gliily Bladdl go pssimsy azgill Ll olo
ovatlio ou gleiz] 9 ,15Ys eeSslws YoVl ay i gl 0
Ol szl o @il Leslisl OIS Lulas g5l Isn Cluwl oS0 lagos
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Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka,
dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling
membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya
perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga
membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri
hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam
hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan

kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :

a2 plg pezo il slAll Claiai puz Ml pllai eMw Yl L] 28g

Too i 0o g0 ol dall quai cuzs tlo Vs W Lgd e
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Artinya :

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap

goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat

keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

Gl oolall aile 31b lgz83) 43331 a5 b3 3Ll 1)

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka

Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “;

Hal. 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah
perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.
Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tidak terdapat catatan yang
menunjukkan Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau
Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan
Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata
di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.l sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihagi, S.H. dan Rizal Arif Fitria,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan
Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota | Ketua Majelis

T.td Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihagqi, S.H. Syahrul Ramadhan, S.H.I
Hakim Anggota Il

Tt.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,
T.td

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Proses Rp  50.000,00
3. Panggil Rp 300.000,00
an
4, PNBP Rp 20.000,00
Panggil
an
5. Redaksi Rp  10.000,00
6. Meterai Rp  10.000,00
Jumlah Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
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